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PENDAHULUAN

Sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta kerja diundangkan, berbagai perubahan yang
dilakukan terhadap beberapa sektor pembangunan
termasuk  halnya dengan perizinan dalam rangka
mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian
berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan
kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi
dan usaha mikro, kecil menengah, peningkatan ekosistem

investasi, dan percepatan proyek strategis nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut maka sejumlah 47
Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai
peraturan pelaksana undang-undang cipta kerja
diterbitkan, termasuk peraturan pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021
disebutkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha
berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko yang
dimaksud terdiri dari risiko rendah, menengah rendah,
menengah tinggi dan tinggi.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan perizinan

berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

a. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih
efektif dan sederhana; dan

b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan,
terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan
Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten
Banggai Kepulauan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana amanah
dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dimaksudkan sebagai sebagai bahan evaluasi dan pembinaan
untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh
Menteri dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sesuai dengan kewenangannya. Olehnya, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
vang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah melalui
Laporan ini memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan
Perizinan Berusaha pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni
(Triwulan II) Tahun 2025 termasuk kendala-kendala yang
dihadapi serta solusi yang dilaksanakan secara bertahap.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi
semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Provinsi

Sulawesi Tengah.

Salakan, Juli 2025




Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun
2021 di atas, kewenangan Kabupaten terkait perizinan
berusaha berbasis risiko vyang dalam hal ini telah
didelegasikan pada Dinas Penanaman Meodal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu meliputi 12 (dua belas sektor) yang
meliputi : Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Pertanian,
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sektor Energi
dan Sumber Daya Mineral, Sektor Perindustrian, Sektor
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sektor
Transportasi, Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, Sektor
Pariwisata, Sektor Perdagangan, Sektor Ketenagakerjaan,
Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha di daerah, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
Kepulauan bersama Stakeholder lainnya berupaya
melakukan penyelenggaraan perizinan berusaha yang lebih
efelctif dan sederhana serta pengawasan yang transparan
terstruktur dan akuntabel. Berkaitan dengan hal tersebut,
sesuai arahan Presiden Republik Indonesia terkait target
realisasi investasi untuk Tahun 2025

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA YANG DITERBITKAN

Perizinan berusaha berbasis risiko yang dilayani
berdasarkan kewenangan Kabupaten sejumlah 13 sektor
terdiri dari 445 KBLI yaitu :

1. Sektor Kelautan dan Perikanan : 13 KBLI
2. Sektor Pertanian : 19 KBLI

3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral : 5 KBLI



4. Sektor Perindustrian : 26 KBLI

5. Sektor Transportasi : 0 KBLI

6. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan : 0 KBLI
7. Sektor Pariwisata : 28 KBLI

8. Sektor Perdagangan : 229 KBLI
9. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 125 KBLI

10. Sektor Ketenagakerjaan : 0 KBLI

11. Sektor Kemunikasi & Digital = 0 KBLI

12. Sektor Investasi & Hilirisasi = 0 KBLI

13. Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah = 0 KBL
Jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP
Kabupaten Banggai Kepulauan selama Bulan April sampai
dengan Juni 2025 adalah perizinan berusaha yang terdiri
dari :

1. Bulan April berjumlah 283 KBLI perizinan
berusaha yang meliputi 8 sektor yaitu :

a. Sektor Kelautan dan Perikanan = 5 KBLI

b. Sektor Pertanian = 7 KBLI

c. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral = 3 KBLI
d. Sektor Perindustrian = 9 KBLI
e. Sektor Transportasi = 1 KBLI.

f. Sektor Pariwisata = 13 KBLI




g. Sektor Perdagangan = 146 KBLI

h. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat = 100
KBLI

2. Bulan Mei berjumlah 104 KBLI perizinan berusaha
yang meliputi 7 sektor yaitu :

a. Sektor Kelautan dan Perikanan = 5 KBLI

b. Sektor Pertanian = 4 KBLI

c. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral = 1 KBLI
d. Sektor Perindustrian = 16 KBLI

e. Sektor Pariwisata = 5 KBLI

f. Sektor Perdagangan = 48 KBLI

g. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat = 25

3. Bulan Juni berjumlah 58 KBLI perizinan
berusaha yvang meliputi 6sektor vaitu :

a. Sektor Kelautan dan Perikanan = 3 KBLI

b. Sektor Pertanian = 8 KBLI

c. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral = 1 KBLI
d. Sektor Perindustrian = 1 KBLI
e. Sektor Pariwisata = 10 KBLI

f. Sektor Perdagangan = 35 KBLI



Perizinan Berusaha yang Terbit ( Triwulan Il ) per Sektor
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Dari data di atas diketahui bahwa pada Bulan April sampai
dengan Bulan Juni (triwulan Dua) perizinan berusaha yang
paling banyak diterbitkan yaitu perizinan pada Sektor
Perdagangan dengan jumlah 229 perizinan.




IIl. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

Banggai Kepulauan menjadi salah satu Kabupaten
vang mempunyai daya tarik bagi para investor. Hal ini
karena letak daerah yang sangat strategis dan mempunyai
banyak potensi baik dari sumber daya alam maupun
penduduknya. Adapun rencana investasi untuk Tahun
2025 yang ditetapkan Pemerintah Pusat BKPM sebesar
Rp. 50.300.000.000,- . Capaian Realisasi Investasi Tahun
2025 periode bulan April sampai bulan Juni
tahun 2025adalah : Rp 1.277.767.275.-
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IV. KENDALA DAN SOLUSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam

menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis

risiko melalui OSS RBA menghadapi beberapakendala antara

lain :

1.

Regulasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko yang

sering mengalami perubahan.

Sistern OSS RBA yang masih dalam penyempurnaan.

Sosialisasi serta implementasi yang belum maksimal

terkait OSS RBA di daerah.

Solusi dalam mengatasi beberapa kendala di atas telah

dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian

/Lembaga terkait regulasi yang diterbitkan.

Menerbitkan regulasi daerah diantaranya yaitu Peraturan
Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023
Pendelegasian Kewenangan, Penandatanganan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



V. KESIMPULAN

1. Dalam rangka meningkatkan eckosistem investasi dan
kegiatan berusaha di daerah, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
Kepulauan bersama Stakcholder lainnya berupaya
melakukan penyelenggaraan perizinan berusaha yang
lebih efektif dan sederhana serta pengawasan yang
transparan terstruktur dan akuntabel.

2. Jumlah perizinan vang diterbitkan oleh DPMPTSP
Kabupaten Banggai Kepulauan selama bulan April
sampai dengan bulan Juni 2025 adalah 445 perizinan,
dan sektor terbanyak penerbitan izinnya pada triwulan
Dua tersebut adalah Perdagangan

3. Target Investasi yang diberikan kepada Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2025 senilai 50.300.000.000,-
Capaian Realisasi Investasi Periode bulan April sampai
dengan Juni tahun 2025 adalah 1.277.762.275,-

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam
menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha
berbasis risiko melalui OSS RBA menghadapi kendala
yvang telah ditindak lanjuti dengan beberapa solusi secara

bertahap.
Salakan, Juli 2025




